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BUPATI BENGKAYANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIF KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 Ayat 1
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
kearsipan, maka Lembaga Negara, Pemerintah Daerah,
Perguruan Tinggi. serta BUMN dan/atau BUMD wajib
memiliki Jadwal Rentensi Arsip (JRA);

bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penyusutan arsip
keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang, maka perlu adanya Jadwal Retensi Arsip
(JRA) Keuangan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip
Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3823),
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Undaig-Undang Nomor 32 T

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Iindonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
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erapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tah

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

IBYAYATS

Undang-Undang Nomor 43 Tanun 2005 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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101

2, Tambahan Lembarain Negara Republik
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Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Ly Ay
O234j;

Peraturan Pemermtaln Nomor 28 Talhiun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

1

tentang Kearsipan {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesta Nomor 5

>]

D rn
4200y},

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:;

Peraturan Dactahh Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan ang menjadi

Kewenangan Peineriniah Kabupaien Bcngkayang,;

[ 5 T ™ i at e + ot YR . N
Peraturan Daerah Nomor 13 Tabun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkavang

schagannana  ielahh diubah dengan Peraturan Daecrah



Noior 10
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang
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Perpustakaan, Arsip daii Dokuineintasi Daerali

Kabupaten Bengkavang;

MEMUTUSKAN :
Menciapkal . PERATURANK BUFATI BENGEKAYANG TENTANG JADWAI
RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BENGKAYANG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

5 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

3. Bupati adalah Bupati Bengkavang.

4. Lembaga Kearsipan adaiah Lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah,

vang mempunyvai kewenangan menangani kearsipan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan ieknologi informasi dan komunikasl
vang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah,
Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Or ganisasi pPolitik, Orgaiusasi
Kemasvarakatan, dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan beriegara.

6. Arsip Dinamis adalah arsip vang digunakan secara langsung dalam
ncgk:u.au pcuupl.a dlblp dail u1‘or'1p ain selain djdugl&d wakiu tertentu.

7.  Arsip Vital adalah arsip vang keberadaannva merupakan persyaratan dasar

1

| m et i o ot § g -1 P i
bagi kelangsungain operasional lembaga pencipta arsip, tidak dapat

diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
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terus menerus.

Arsip Inakiif adalah aisip yan ig frekuensi penggunaailinya telah menuirui.
Arsip Statis adalah arsip vang dihasilkan oleh pencipta arsip karena
meiniliki nilai guna kesejarahai, telai habis rete nsiinya, dan berketerangan

dipermanenkan van telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak

Kearsipan.

Arsip Terjaga adalah arsip Negara yang berkaitan dengan Keberadaan dait
kelangsungan hidup Bangsa dan Negara vang harus dijaga keamanan. dan
keutuhainnya.

Arsip Umum adalah arsip vang tidak termasuk dalam katagori arsip

terjaga.

Arsiparis adalah Seseorang vang memiliki kompotensi dibidang kearsipan
yang diperoleh melalui  pendidikan  formal dan/atau pendidikan dan
pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggungjawab
inelaksanakan kegiatan kearsipai.

Akses Arsip adalah Ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan
hukwin  dan  otoritas  legal serta  keberadaan sarana  bantu  untuk
mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang meiniliki fungsi, tugas, dan
tanggungiawab dibidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
Lembaga Negara adalah lemmbaga yang menjalankan  cabang-cabang
kekuasaan Negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitarn dengan penyeienggaraan Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutuya disingkat ANRIL adalal
lembaga kearsipan berbentuk lembaga Pemerintah Non Kementerian vang
melaksanakan tugas Negara dibidang kearsipan yang berkedudukan di
Ibukota Negara.

Arsip Dacrali Provinsi adalah iembaga kearsipan berbentuk satuan Kerja
Perangkat Daerah vang melaksankan tugas Pemerintah dibidang kearsipan
pemerintabian dacrah proviosi yang berkedudukan di ibukota Provinsi,
Arsip Daerah Kabupaten/Kota adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan
kerja perangkat dacrab yang wmelaksanakan tugas peuterintahan dacran
kabupaten /kota vang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

Arsip Perguruan Tinggl adalah lembuaga  kearsipan berbentuk  satuan

organisasi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta vang
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Jaail adalah setiap bentuk usaha yang e lakukan

yang didirikan dan/atau bert
Republik Indonesia.

Pencipta Arsip adalah pihak yang meimpuinyai keimal diriain dan otoritas
dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab dibidang pengeloaan
arsip dinamis.

Unit Pengolahan adalah satuan keria pada pencipta arsip yang mempunvai

tugas dan tangguiingjawab mengolait seinua aisip yang berkaitan dengan

Asas Sentralisasi adalah penyelenggaraan kearsipan yang dipusatk

suatu bagian organisasi atau unit kerja tersendiri, yakni semua dokumen
atau warkat disimpan dalam suatu kelompok atau ruang dan dikelola oleh
suatu unit tersendirt.

Asas Desentralisasi adalali penyelenggaraan kearsipan tdak dipusatkan
pada suatu unit atau bagian organisasi tetapi penvimpanan surat atau
warkat dilakukan pada bagian secara sendiri-sendiri.

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunvai
tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan kearsipainn.

Jadwal Retensi Arsip adalah vang selanjutnva disingkat JRA adalah daftar
yang berisi sekurang-kurangnya jangka wakiu penylmpanai atau retensi,
jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan
suatu jenis arsip dinusnahnkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penvelamatan arsip.
Penyusutan Arsip adalah kegiatan penguraigan jundah arsip dengan cara
pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke wunit kearsipan,
pemusnalian arsip yang tidak memiliki nilal gund, dan penyeraban arsip
statis kepada lembaga kearsipan.

Penyclenggaraan  Kearsipan  adalah keselurubian keglatan mehputl
kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu
sistetn kearsipan nasional yang didukung oleh suwmiber daya Manusia,
prasarana dan sarana, serta sumber dayva lainnya.

Pengelolaan Arsip Dinamis adalah  proses pengendalian arsip dinats
secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan. penggunaan dan

peinelibaraan seria penyusutan arsip.
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peimanfaatai, pendayagunaain, dain peiayanain publg dalain suatu sistem

kearsipan nasional.

31. Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahai Khasanah aisip statis
pada lembaga kearsipan vang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan
arsip statis dan hak peug‘lolaanya dari pencipta arsip kepada lembaga
kearsipan.

32. Sistem Keaisipan Nasional yang selanjutiaya disingkat SKN adalah suatu
sistem vang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai

_ . - = - o4 -

tugas tertentu, interaksl antar peiak

Koinpoinen yailg memiliki fun gs daii

serta unsur lain vang saling mempengaruhi dalam penvelenggaraan

kearsipan secara nasionai.

33. Sistem Informasi Kearsipan Nasional vang selanjutnva disingkat SIKN
adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola olelr ANRI yang
menggunakan sarana informasi kearsipan nasional.

TIT7AY
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adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara
nasional yang dikelola oleh ANRI.

35. Daftar Pencarian Arsip vang selanjutnya disingkat menjadi DPA adalah
daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesgjarahan baik yang teiah

diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung Oleh lembaga
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kearsipan dan dicaui oleh lembaga kearsipan seria diumumkan kepada

publik.

BAB I
KEBIJAKSANAAN JADWAL RETENSI ARSIP

Judwal Reiensi Arsip Pemerintahl Kabupaten Bengkayang menganul  azas

sentralisasi dalam kebijaksanaan dan desentralisasi dalam pelaksanaannya.

Pasal 3
Bupati menyelenggarakan pembinaan penyusutan arsip meliputi penvempurnaan
dan pengembangan  sisiem, pembinadan pegawal dan pengawasan pelaksanaan

penvusutan dilingkungan pemerintah daerah.
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Sctiap satuan kerja perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintain Daerah
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enyusutan arsip.
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PELAKSANAAN PENYUSUTAN ARSIP
Pasai 5

Pelaksanaan penyusuian arsip dalam lingkungan Pemerinian Daeran
Kabupaten Bengkayang yaitu unit-unit kearsipan pada satuan kerja
pecrangkat dacrah scsuai dengan susunan organisasi vang berlaku.

Unit kearsipan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusutan arsip

imaksud pada ayat {

1}.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyusutan arsip Pemerintah Kabupaten
Bengkayaig sebagaimana tercantum dala Lawmpiran 1 Peraturan Bupat inl.
Penyusutan arsip dilaksanakan dengan berpedoman pada Jadwal Retensi

A T el T e A ¥ F T TT T I TR S
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Pemusnahan arsip yang meiniliki retensi dibawah 10 {sepululyj taliun
ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Keria Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
setelall inendapat :

a. pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip;

b. persetujuan teriulis dari Bupati/ Walikota.

Pemusnahan arsip vang retensinva 10 tahun atau lebih dalam
pelaksanaannya berpedoman pada Pasal 09 dan 70 Peraturan Pemerinialy
Nomor 28 Tahun 2012.

Uniluk arsip-arsip yaug tercipta sebelum ditelapkannya peraturan Bupatl
ini, prosedur pemusnahannya berpedoman pada Peraturan Kepala Arsip

ey Yo
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Nasional Republik indonesia Nomor 25 Tahun 2012,
Pasgal 7

nercunalkan dalam pelaksanaan tugs 181N
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diperpanjang sesuadl dengan  kebutuhan seielall teriebih dahulu  mendapat

Pimpinan Unit Organisasi.



BAB IV
PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal to April 2014

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 1 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR (3

Salinan sesuai dengan aslinya
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PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : \3  TAHUN 2014
TANGGAL R 10 APiL 2U14.
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PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

PELAKSANAAN PENYUSUTAN ARSIFP

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

yaitu : Pengurusan surat, penataair berkas dan penyusutan. Unluk
hal-hal pengurusan surat dan penata.n berkas sudah diatur dengan
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1

l P R H ime e A
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Kearsipan Departemen Dalam Negeri, dan Keputusan Gubernur
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B
Keputusan Menteri Dalam Negeri dilingkungan Pemerintah Provinsi

Adapun mengenai penyusutan arsip sebagai sub sistem yang
keiiga ielah diatur dajam Peraturan Pemeriniah (PP} nomor 28 Tahun
2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
LCILLdIlg KCd.I blpdll.

Pada Pasal 53 ayvat (1 dan 3) menegaskan: “Lembaga Negara,
peweritiah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD wajib
memiliki Jadwal Retensi, dalam rangka pelaksanaan penyusutan dan
penyelamatan arsip dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, perguruan tinggi swasta, organisasi politik,

] R JE U - memiliki Jadwal R

ofganisasi Keiasyarakatan nairus
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Sip.
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Alas dasar ketentuan diatas dan sesuai pula dengan pasal 5
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 1991 tentang
Jadwal Retensi Arsip Departemen Dalam Negeri lelan ditetapkan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat

| P IS TATY R — 1 >

oiioi 467 tahwun 2005 tentang Jadwal Retensi Pemermtaly Proviiasi

Kalimantan Barat.

Deugan  ditelapkannya Undang-undang aomor 34 Taliun

2004 tentang pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam

[ X - H | P20 Y DR | S W el 1A 1.1 5YAYe S - e L | -1
Negeri Qail ULOII04I waciall [oior 14 L'diu.-lll LVU L LClli.'dllg Jauweal

Retensi Arsip Keuangan dan keputusan bersama Kepala Arsip Nasional

mcpuuun indoinesia ucugdn ncpcua Badan ncpt:gdwz:udu ncgcud 1101M0r

02 tahun 2000 tentang Jadwal retensi Arsip Kepegawaian Pegawai

ad el 2 P P 7 I DTN A
vegeri Sipil dann Pejabat Negara maka periu dilakukain penyeinpuinaas

terhadap keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Kalimantan
..... M . P T - . - PO PS-aN

barat nomor 467 tahun 2005 tentang Jadwal Retensi Arsip

Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan barat.

BENTUK DAN SUSUNAN JADWAL RETENSI ARSIP

= T T~.3
Obbd.lci 5(1&1 PEdAL Jvau

Bengkayang terkandung unsur-unsur :
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berkas yang ada didalam organisasi dalam lingkungan Pemerintah
Kabupalen Bengkayang, baik berkas yang mencerminkan tugas
operasional (substantiff maupun tugas penunjang (fasilitatif

keuangan dan kepegawatanj fasiitatil non keuangan dan non

kepegawaian.

Y
Z

tercipta disetiap unit pencipta arsip.



3. Releusi, yang weiupakan jangka wakiu penyimpanan assip baik
pada masa aktif maupun inaktif yang dituangkan dalam pernyataan
dan angka.

4. Keterangan vyang berisi nasib akhir dari arsip yang berupa

pernyataan musiall, permanen atau perityataar

laiia.

et}

arsip dari tempat penyimpanan dapat dilaksanakan dengan :
1. Pemindaiiain Arsip,

2. Pemusnahan Arsip;
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Pemindahan Arsip Inaktii
Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan melalui kegtatan :
Penyeleksian arsip inakiii;

b. Pemuatan daftar arsip inaktif;
C. Penaiaan arsip inakiii.

Pemindahan arsip inaktif dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayany dilakukan scbagal benkut
1. Pemindahan arsip inaktif vang memiliki retensi dibawah 10

e LU P, - R B T RPN T I R
(sepululy tahiun dilakukan dari unit pengoialy ke

unit Kearsipai
dilingkungan satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara

[P S S I Py R U P R N A | R e ot T g [ S M
peineritail daefan saoupateil Bengkayaig ke Leinbaga keaisipai,
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arsip inakiif yang memiliki retensi sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari pencipta arsip
dilingkungan sdaiuan kerja perangkail daerah alau penyeicnggara

pemerintah daerah Kabupaten Bengkavang ke Lembaga kearsipan:
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Pemindahan arsip inakOf dari unit pengolain ke unil keausipan
menjadi tanggungjawab pimpinan unit pengolah;

Pemindahan arsip inaktil harus sesuai dengan relensi arsip inaktif
dan dilakukan dengan penandatanganan berita acara dilampiri
daftair arsip yang akan dipindalikaii,

Berita acara dan daftar arsip yang dipindahkan ditandatangani oleh

[ 1

P T Tt = .
piimpiiiaii uinit pcngolal

1 dan pimpinain uiit Kearsipai.

Pemindahan arsip inaktif ini dilaksanakan dengan berita acara
3k ot I D J IR V. S [ [P o R P ) % PR I S,
diseitai daengail qallar arsip iHiaxii raiigKap 4 (dua) dengai
menggunakan bentuk formulir model I dan II dengan rincian :

a. Lembar I uniuk unit kearsipan (yang menerima)

b. Lembar II untuk unit pengolah (vang memindahkan)

Femusnahan Arsip

o

c.

Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip vang :
Telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan
berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

Tidak ada peraturan perundang-undangan vang melarang; dan

. Tidak berkaiian dengan penyelesaian proses suaiu perkarda.

Proses pemusnaiian arsip berlaku keieniuan sebagal berikut .
Pembentukan panitia penilai arsip;
Penyeleksian arsip,
Pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis diunit
Keaisipail,
Permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip;
Penilaiai oleh panitia penilai aisip;
Panitia penilai arsip sekurang-kurangnya memenuhi unsur

Pimpinan unit  kearsipan sebagal keiud merangkap anggola;



pimpinan unit pengolall yaug arsipiya akan disusoahikan sebagal
anggota, arsiparis sebagai anggota;

{. Penetapan arsip yang akail dimusnaliikai, dan

g. Pelaksanaan pemusnahan arsip :
1 Dilakukan secara total sehingga fisik dan inforinasi aisip
musnah dan tida dapat dikenali lagi;

2. Disaksikan o

hukum dan/atau pengawasan dari lingkungan pencipta arsip

. R T i A

VAIlg P, -~ e S ad s o
yellly C D lg utall, U 1 AISCildl UCTLIE

acara yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan (lihat model

Permusnahan  arsip  dilingkungan  Pemerintahn - Kabupaten
Bengkayang vang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun
ditetapkann  olehi  punpinan  satuan keyja perangkal  dacrain  atau
penyelenggara daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang setelah
mendapat : pertinbangan tertults dari panitia penilai airsip; dai
persetujuan tertulis dari Bupati. Sedangkan untuk pelaksanaan

PR S i b4 AN, Py [ S R Y W Y
peinusnahan aisip diingKuiigail Pemerintali Daerah Kabupaten

Bengkayang menjadi tanggungjiawab unit kearsipan disatuan kerja

—m PR, JEPEE. [ - o d = S P W o 3 -~ - o amre PR S PP ~1
peraiigrat aaciatl atau pcenycieniggara pcmcriiltain dact: i Kabupater
Bengkayang
) 5 VUG S, . by g ey 1= | i P S S 2 b P P
reimusilanali arsip QuUINgKUgal remecerinlal naoupaict

Bengkayang yang memiliki retensi 10 (sepuluh} tahun ditetapkan oleh
Bupalii selelah mendapat @ pertilnbangan iertulis darl paniua peniial
arsip dan persetujuan tertulis dari Kepala Badan Perpustakaan
Kewsipan Proviusi Kalimantan Bavat. Dan pelaksanaan pemusnaiian
arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang
menjadi  tanggungjawab lembaga kearsipann pemerintail Kabupaten

Bengkayang.



enyerahan Arsip
Penyerahan arsip statis oleh lembaga pencipta arsip kepada
lembaga kearsipan dilakukan terhadap aisip yang .
a. Memiliki nilai guna kesejarahan;
b. Telal habis reteusinya; dain atau

c. Berketerangan dipermanenkan sesuai dengan jadwal retensi arsip

Negara, pemerintah daerah, peerguruan tinggi negeri, BUMN, BUMD,
dan perusablaan  swasia.  Bagi  perguruan linggl  swasia yang
kegiatannva dibiavai dengan anggaran Negara, APBD dan/atau
bantuan luar negeri belum mempunyat lembaga kearsipail perguruan
tinggi waijib menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan dan
enjadi tanggungjawab peocipia arsip.

Arsip yang diseralikan oleh leinbaga pencipta arsip kepada

lembaga kearsipan harus merupakan arsip yang autentik, terpercaya,

PRI | [ e T L | AR B [P R
utuh dain dapat digunakan dan apabila arsip statis yang diseialikas

tidak autentik maka pencipta arsip melakukan autentikasi.

Prosedur penyerahian aisip statls sebagal berikut .
a. Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh arsiparis

L

diunit kearsipail,
b. Penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah;
c. Peimberitahiuan akan menyeralikan aisip statis oleh pimpi
pencipta arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah
kewenanganiya diseriai dengain pernyataain dari pimpinan pencipta

arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan

dapai digunakan.



d. Verifikasi oleh lembaga kearsipan sesual dengan  wilayah
kewenangannya,

e. Penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan pencipta
arsip; dan

f Pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip
kepada kepala kearsipan dengan disertai berita acara dan daftar

arsip yang akan diserahkan.

BUPATI BENGKAYANG,
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- JANGKA WAKTU SIMPAN
NO. = A - Teri
o JENIS DOKUMEN/ARSIP RFTIF INAKTIE Keferiangan N
1 2 3 4 % ]
A. IRENCANA ANGGARZN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAFBD) DAN AMGGARAN PENDAPATAN
DAN BELAMJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)
1. Penyusunzn Prioritas Plafon Arggaran (PPA)
2. Kebiakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas 2 tahur setelah tehun 3 tahun Permanen
- [C:okumen Fencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPL) anggeiran berakhir
- Cokumen Fencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Diaerah (Renja)
5. Dokumen Rancargan Keoijakan Uriumn Anggaran (KUA) yang teiah cibahas be ‘sama antara DPRLC dan 2 tahur setelah te hun 3 tahur Dinilai kembali
Pemerintah Daerzh anggiran berakhir
c. KUA beserta Notz Kesepakatannya 2 tahur setelah tehun 3 tahur Dinitai kembali
anggaran berakhir
3. Dokumen Rancar gan Prioritas Plafon Anggaran Semen ara (PPAS) 2 tahur setelah te hun 3 tahur Dinilai kembali
anggaran berakhir
2. Nota Kesepakatan PPA 2 tahur setelah tehun 3 tahur Dinilai kembali
anggaran berakhir
f. Prioritas Plafor Anggarar 2 tahur setelah tehun 3tahur Dinilai kembali
anggaran berakhir
2. Penyusunzn Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangka: Daeran (RKA-SFKPD)
3. Dokumen Pedoman Pemvusunan R<A-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Dasrah 2 tahur setelah tehun 3 tatwr Dinilai kembali
anggaran berakhir
5. Dokumen RKA-SKPD 2 tahur setelah te hun 3 tahur Dinilai kembali
anggaran berakhir
% Penyarrpaian Rarcangan Anggaran Pencapatan dan Belarja Daerah kepada Da2wan Perviakilan Ra tyat
Daerah ‘DPRD)
a. Pengartar Nota Keuangzn Pemerirtah dan Rancangan g -aturan Daerah RAPBD: 2 tahur setelah tehun 3 tahur Permanen

- Nota Keuar gan Pemerintah
- Materi RAPBC

anggaran berakhir




JANGKA WAKTU SIMPAN

NO. = . f t
JENIS DOKUMEN/ARSIP AFTIE INAKTIF Keterangan
1 2 3 4 4§
5. Hasi Pembahssan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Cae-ah (RAPED) olet Dewan Perwakilan 2 tahur setelah tzhun 3 tahur Dinilai kembali
Rakvat Daerah (DPRD) dan Pemer:ntzh Daerah anggaran berakhir
¢. Dokumen Persatijuan bersama antarz DPRD dan Kepa a Daerah tentang RiPerda APBL 2 tahur setelah te hun 3 tahur Permanen
anggaran berakhir
4. Dokumen Rancargan Penjabaran APBD beserta lampirannya 2 tahur setelah te hun 3 tahur Permanen
anggaran berakhir
2. Penvampaian Permohonan Zvaluasi kapada Gubernur t2ntang RAPED beseta penjabarannya 2 tahur setetah te hun 3 tatwr Permanen
anggaran berakhir
f. Hasi Evaluasi Subernur:entang RAPBD 2 tahur setelah tehun 3 tahur Pe rmanen
anggiran berakhir
3. Penetapan Perda APBD »le1 Gubernur beseria penjabarar nya 2 tahur setelah tehun 3 tahur Permanen
anggaran berakhir
®. Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2 tahur setelah tzhun 3 tahur Permanen
anggaran berakhir
Anggaran Pendapatan dan 13elanja Daerah Perubahan (RAPED-P)
a. Penyusunan Prioritas Plafor Anggarar Perubiahan
1) Kebijakan Umum, Renstra, Strateg dan Prior tas Perubahan 2 tahur setelah tehun 3 tahun Dinilai kembali
. Dokumen Rencana Kerja Pe nerintah Dacrah (REPD) anggaran berakhir
. Dokumen Rencana Kerja Sauan Kerja Pemerintzh Daerah (Renja)
2) Cokumen Fancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perut:ahan yang telah dibahzs bersema 2 tahur setelah tehun 3 tahur Dinilai kembali
antera DPRD dan Pernerintah Dae-ah anggaran berakhir
3) KUA Perubahan beseta Nota Kasepakatanva 2 tahur setelah tahun 3 tahur Dinilai kembali
anggiran berakhir
4) Cokumen Fancangan Prioritas Plafon Anggaran Semertara (PIPAS) Perubahan 2 tahur setelah tehun 3 tahur Dinilai kembal
anggaran berakhiv
5) MNota Kesepakatan PFA Perubahar: 2 tahur setelah te hun 3 tahur Dinilai kembali
anggaran berakhir
6) Frioritas Plafon Anggara 1 Perut:ahan 2 tahur setelah tehun 3 tahur Dinilai kembali
anggaran berakhir
2. Pemyusunan R2ncana Kerja Anggaran Satuarn Kerja Perangkat Dasré h (RKA-SKPD) P:2rubahan
1} Cokumen Fedoman Penyusunan RKA-SK>D Perubzhan yang telah diset.jui Sekre:aris Daerzh 2 tahur setelah tzhun 3tatur Dinitai kembali

anggaran berakhir




JENIS DIDXUMEN/ARSIP

JANGKA WAKTU SIMPAN

NO. - terangan
AKTIF INAKTIE Keterang
1 2 3 4 K]
2) Cokumen FKA-SKPD Perubahen 2 tahur setelah tehun 3tahur Dinilai kembali
anggaran berakhir
¢. Penyvampaian Rancangan Anggaran Pendapztan dan Belanja Daerat Perukahan kepeda Dewar
Perwakilan Rakyat Daerah (OPRD)
1) Fengantar Nota Keuagan Pemearintah dan Rancangan Peraturan Daeral RAPBD Perubahan: 2 tahur setelah tehun 3 tahur Permanen
- Nota Keuangan Pemerintah anggaran berakhir
- Materi FAPBD
2) tasil Pemtahasan Rencana Anggaran Pendiapatan -1an Belanja Daerah \RAPBD) Perubahan oleh 2 tahur setelah tzhun 3tahur Dinilai kembali
Crewan Pervakilan Rakyat Daerah 'DPRD) dan Pemurintah Dasrah anggaran berakhir
3) Cokumen Fersetujuar bersama antara DPRD dan Kepzla Daeiah tentang RaPerda AFPBD Pe ubahan 2 tahur setelah tehun 3 tahur Permanen
anggaran berakhir
4) Cokumen Fancangan Penjabaran APBD Ferubahan beserta la TEirannya 2 tahur setelah tehun 3 tahwur Permanen
anggaran berakhir
5) Fenyampaian Permot-onan Evaluasi kepada Subern.r tentang RAPBD Parubahan beserta 2 tahur setelah tehun 3 tahur Permanen
penjabarannyz anggaran berakhir
6) Fasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD Ferubahan 2 tahur: setelah té hun 3 tahur Permanen
anggsaran berakhir
7) Penstapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur teserta per jabarannya 2 tahur setelah tehun 3 tatwr Permanen
anggaran berakhir
8) Feraturan Diaerah (Perda) tentang APBD Fer jbahan 2 tahur setelah tehun 3 tahur Permanen
anggaran berakhir
B [PENYUSUNAN ANGGARAN
1. Musyawarah Rencana Pemeangunan (Musrenbang) Kecarratan 1 tahur setelah te hun 3 tahur Dinilai kembali
angcran berakhir
2. lusyawarah Rencana Pembangjunan( Musrenbang) Kabupaten 1 tahur setelah tehun 3 tahur Diniiai kembali
angcran berakhir
% Rancanjan Dokurien Pelaksaraan Anjgaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretars [laerah 1 tahur seteiah tehun 3 tahur Dinitai kembali
anggcran berakhir
< Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan o eh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah| 1 tahur setelah tahun 3 tahwur Dinilai kembali

{(PPKD)

anggran berakhir




JENIS DOKUMEN/ARSIP

JANGKA WAKTU SIMPAN

NO. AFTIF INAKTIF Keterangan
1 2 3 4 5 ]
C |PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Surat Penyedia Dana (SPP, 3PM dan 5P2D): UP, GU, TU, LS 2 tahur setelah Panca 5 tahur Dinilai kembali
: ientang
i pertanggungjawaban
2. Pendapatan
a. Pendagatan Asli Daerah '
1) Surat Ketetapan Pajak Daerah 2 tahur setelah Parca 5 tahur Diniiai kembali
:entang
pertanygungjawaban
2) Surat Setoran Pajak (35P) Daerah antara ain: 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
- Pajak Hotel tentang
- Pajak Ristoran pertanggungjawaban
- Pajak Hiburan
- Pajak Rzklame
. Pajak Panerangan Jzlan
. Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan
- Pajak Parkir
. Pajak Arr Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
. PBB Sektor Perdesaan dan per<otaan
. Bea Perolehan Hak atas Tarah dan atau 13angunan (BPHT13)
3) Surat Ketetapan Retribusi Daerzh 2 tahur. setelah Para 5 tahur Dinilai kembali
‘entang
pertanygungjawaban
4) Bukli Penarikan Retribusi, antara lzin:
a) Retribugiyasa Umurr 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
- Retribusi Pelayanan Kesehztan :entang
- Retribusi Pelayanan Persarr pahan/<edersihan pertanygungjawaban
- Retribusi Penggantian Biayz Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengat:uan Maya:
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umuim
- Retribusi Pelayanan Pasar
- Retribusi Pengujizn Kencaraan Bermotor
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- Retribusi Penggantian Biayz Cetak Peta
- Retribusi Pengujian Kapa! Perikanan
b} Retribusi Jasa Usaha . 2tahur setelah Parca 5 tahur Dinitai kembali

- Retribusi Pemekaian Kekayaan Daerai

- Retribusi Pasa* Grosir dan/atau Pertokoan
- Retribusi Temgat Pelelangan

- Retribusi Teminal

entang
pertanggungjawabai




JENIS DOKUMEN/ARSIP

JANGKA WAKTU SIMPAN

. ter:
NO AKTIE INAKTIF Keterangan
1 2 3 4 6
- Retribusi Temygat Khusus Parkir
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
- Retribusi Peny:dotan Kakus
- Retribusi Rumah Potonng Hawan
- Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- Retribusi Temgat Rekreasi can Olah Raga
- Retribusi Peny::brangan diatas Air
- Retribusi Pengnolahan Limbah Cair
- Retribusi Penjualzn Prod:sksi Usaha Daerah
¢) Retribusi Perizinan Tertentu 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinitai kembali
- Retribusi 1zin Nendirikan Bangunan lentang
- Retribusi Izin Terr pat Penjuatan Minuman Beralkohol pertanggungjawaba
- Retribusi Izin Gangguan
- Retribust 1zin Trayek
d) Retribusi Pengencalian Lalu Lirtas 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
ientang
pertanggungjawaba
e) Retribusi Perpanjangan Izin Me mpeker akan Tenagz Kerja Asing (IMTA) 2 tahur setelah Pzrca 5 tahur Dinitai kembali
entang
pertanggungjawaba
5) Euki Penerimaan Jasa Layanar Kesehatan Masyaraka: 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
‘entang
pertanggungjawabha
6) Cokumen Fasionalita:s Hasil Pengelolaan Kegkayaan Daerah 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
entang
pertanggungjawaba
7) Eukti Penerimaan SKPD dari Badan Layaran Umum 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
‘entang
pertanggungjawaban
8) Eukli Penerimaan Hasil Pengelclaan Dana Bergulir 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinitai kembali
tentang
pertanggungjawaba
9) Buk’i Penerimaan Bunge dan atau Jasa Gira 0ada Bank. 2 tahur sctelah Parca 5 tabur Dinilai kembali

entang
pertanggungjawaban




NO.

JENIS DOKUMEN/ARSIP

JANGKA WAKTU SIMPAN

AKTIF

INAKTIF

Keterangan

2

3

4

&

b. Dokuman Penerimaan Dana Perimbar gan:
1) Cana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajek clan Bukan Pajak

2) Cana Bagi Masil untuk Kabupaten

3) Cana Alokesi Umum (DAU}

4) [:ana Perirbangan untu< Daerzh Yang Tidak Mener ma DAU

5) LCana Alokesi Khusus (DAK)

. Dokuinen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah:
1) Alo<asi Dana Penyesua:an

2) Cana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasior al Sekolah

3) Bagi Hasil Pajak dari Petmerintah Provinsi

4) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

5) Penerimaan Hibah Yang Bersuriber dari APEN, Pemer ntah Daerah lainnya atau Sumdangan Pihak

Ketiga

1. Surat Setoran Bukan Pajak 1SSBP)

2 tahun setelah Parca
ientang
pertanggungjawaban

2 tahun sctelah Parca
entang
pertanggungjawaban

2 tahur setelah P2rca
lentang
pertanygungjawaba

2 tahun setelah Parca
tentang
pertanggungjawaba

2 tahur setelah Perca
‘entang
pertanggungjawaban

2 tahur setelah Parca
:entang
pertanggungjawaba

2 tahur setelah Parca
lentang
pertanigungjawaba’

2 tahur seteiah Parca
entang
pertanggungjawaban

2 tahur: setelah Parca
entang
pertanigungjawaba

2 tahurn setelah Paria
entang
pertanygungjawaban

2 tahur setelah Parca
lentang
pertani;gungjawgbal

5 tahur

5 tatwur

5 tahur

5 tabwr

5 tahur

5 tahwr

5 tahur

5 tahur

5 tahur

5 tahur

5 tatur

Dinilai kembali

Dinilai kembali

Dinilai kembali

Dinitai kembali

Dinitai kembali

Dinilai kembali

Dinilai kembali

Dinilai kembali

Dinilai kembali

Diniiai kembaii

Dinilai kembali




JENIS DOOKUMEN/ARSIP

JANGKA WAKTU SIMPAN

Keterangan

NO. AKTIF INAKTIF ]
1 2 3 4 5 }
2. Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2 tahur setelah Pzrca 5 tahur Dinilai kembali
lentang
pertanggungjawaban
: Dokumen Pengeiclaan Barang Milik Negara/Caerah Selama barang dimil ki - Permanen
g. Dokumen Piuteing Daerah Selama piutang bi2lum - Permanen
teragih
1. Dokumen Penglelolaan investasi Selama investasi rasih - Permanen
ada
3. Belanja
a. Dokumen Belanja Langsung 2 tahun sctelah P2rda 5 tahur Dinilai kembali
- Belanja Pegawai lentang
- Belanja Barang Jasa pertanggungjawaba
- Belanja Moal APED disahkan
. Dokumen Beiatja Tidak lLargsung 2 tahur sctelah Parca 5 tahun Dinilai kembali
- Pegawai ‘entang
- Fibah pertanygungjawaban
- Belanja Bagi Hasit APED disahkan
- Subsidi
- Eunga
- Bantuan Scsiel
- EBEantuan Keuangan
- Belanja Tidak Terduga
4. Pembiavazn Daerah 2 tahur sectelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
a. Bukt Penerimean Pembiayzan lentang
- SiLPA pertanggungjawaba

- Cana Cadangan

- [ana Bergulit

- Pinjaman Dag-ah

- Pengalihan Pustang P3BP2 merjaci PAD

b. Bukt Pengeluaran Pembiayaan
- Investasi Jangka Panjang Dalan Bentuk Dlana Bergt lir
- Fenyertaan Modal pada 3UMD
- Penambahan Penyertagn Moda pzda BUMD
- Pengeluaran cari Dara Cadangan
- Pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UM<M)

- Penyertaan Modal kepaca Bank Perkrediten Rakyat (BPR) mifik. P2merintah Daerat

APED disahkan

2 tahur setelah Parca 5 tahur
entang
pertanygungjawaban
APED disahkan

Permanen




JENIS DOKUMEN/ARSIP

JANGKA \WAKTU SIMPAN

NO. i
AKTIF INAKTIF Keterangan |
1 2 3 4 5
5 [Dokumen Penatatsanaan Keuangan 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
- Surat Penyedizan Dana (SPD) tentang
. Surat Permohenan Pembayaran (SPPy pertanggungjawaba
- Surat Perintah Membayar (S PM) APED disahkan
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
6. Pertangjungjawatan Penggunaan Dara 2 tahur setelah Parca 5 tatur Dinitai kembali
- Buku Kas Umum ‘BKU) lentang
- Buku Kas Pembantu (BKP) pertanggungjawaba
- Ringkasan Per nc:an Perge uaran Objak
- Rekening Koran Bank
. Lapcran Pertanggungjawaban Fungsional dar Administrasi
- Bukt penyetoran iPajak
- Register Penutupan Kas
- Berita Acara Pemezriksaan
- Lapcran Realisas Anggarar: (LRA), Neraca, Catatan ates Laporan Keuangarn Termasuk Arsip Daa i
Komputer (ADK)
- Lapcran Pendapatan Negara
- Lapcran Keadzan Kredit Anggaran /LKKA) Bularan/Tiwila //Semesteran
7. Daftar Gaji 2 tahur: setelah Parca 3 tahur Musnah
entang
pentanggungjawaba
8. Kartu Gaji : Se ama yang 3 tahur Dinilzi kembali
bersanghutan masih jadi
9. Data Rekeling Bendahara Umum Daerah (BUD) 2 tahur sctelah Parca 5 tahwr Musnah
‘entang
pertanggungjawaba 1
10. Laporar: Keuangan Tahunan terdiri dar 2 tahur setelah Perca 5 tahur Permanen
- Lapcran Realisas Anggarar (LRA) ientang
- Neraca pertanggungjawaban
- Catatan atas Laporan Keuangan (CalK) APED disahkan
D [PINJAMAN/HIBAH LUAFR: NEGERI ]
1. Dokumen Permohonan Pinjaman/Hibah L.rar Negeri (Blue £0ck) 1 tahun siatelah dite bitkan 3 tahur Permanen
2. Dokumen Kesangjupan Negara Donor urtuk Membiayai (Graen Book ) 1 tahun setelah Loan 3 tahun Permanen
i Agreement Ditandatangani
: |
3. Dokumen Memorandm of Undarstand'ng (MoU) dan dokumen sejerishya i 2 tahun setelah perjaniian 5 tahun Permanen

‘ pinjainan berakir




JANGKA WAKTU SIMPAN

NO. & ( : - Keterangan
o JENIS DDKUMEN/ARSIP AETIF INAKTIE eferang -
1 2 3 4 5
4. Dokumen Loan Acresment (PHLN) seper:i : Draf: Agreement. Legal Cpinion, Surat menyurat dengan Lender | 2 tahun setzlah perjan, ian 5 tahun Permanen
pinjama-1 berakir
5. Dokumen Alokasi dan Relokasi Penggiinzan Dara Luar Negeri, a.l. : Usulan Lurcuran Dana 2 tahun setelah perjan.ian 5 tahun Dinilai kembali
pinjaiman berakir
6. Aplikasi Penarikar: Dana BLN berikut [ mpirannya : 2 tahun setelah peran:ian 5 tahur Dinilai kembali
- Reimbursemer.t pinjainaA berak1ir
- Direct Paymen/Transfer 2rocedurs
- Special Comm.tmant/ L/C Opening
- Special Account/tmprest Fund
7. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Fayment Ac'vice) 2 tahun setglah perjaniian 5 tahur Dinitai kembali
pinjarna+ berak vir
8. Dokumen Realisasi Fencairen Dana Pinjaman/Hinah Luar Megeri, yaitu: Surat Parintah Pencairan Dana, SPM | 2 tahun setelah perjanian 5 tahur Dinilai kembah
heserta lampirannva, antara ain: SPP, Kontrak, EA. dan daia pendukiing lainnye. pinjarnan berakir
9. Replenishrsnt (Pamiintaan Penarikar Dana dan Negara Donor) meliouti antara la n: No Cbjection Latter : 2 tahun setelah perjanian 5 tahur Dinitai kembali
(NOL), Project Imglernentation, Notificatio 1 of Contract, Withdrawal A thorization (WA), Statement of pinjaman berak 1r
Expenditurs (SE)
1) Staff Aporeisal Reoort 1 2 tahun setelah perjan ian 3 tahur Dinilai kembali
pinjaan berak i
17. Report/i_aporan yang terdiri dari: 2 tahun setelah perjan-ian 5 tahur Dinilai kembali
- Progress Repcrt pinjatnas berakir
- Monhly Report
- Quaterly Repcrt
1:!. Laporan Hutang Daerah 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
- Lapcran Pembayaran Hu:ang Daerah lentang
- Lapcran Posisi Hutang Daerah pertanygungjawaba
13. Compledion Repor/Annual Report 2 tahun setelah perjaniian - Permanen
pinjama- berakir
14. Ketentuan/Peraturan yang menyangku! Pinjaman’'Hibah Lugr Negeri 1 tahun setelah diperbahary 5 tahur Permanen
E {PI:NGELOLAAN APBID/DANA FINJAMAN/HIBAH LUJAR NEGEERI (PHLM) )
1. Keputusan Kepala Daerah tizntang Penetapan: Selama masih menjabat 3 tahur Dinilai kembali

- Penggi.na Anggaran ata. Kuasa Pengguna Anggaran

- Pejacat Pembt at Komitren

- Kuata IPengguna Barang'Jasa

- Bendlarara Umum Daeran dan Kuasa Bendahara Umum Daerah




JANGKA WAKTU SIMPAN

. = | Leri
NO JiNIS DOKUMEN/ARSIP AFTIE INAKTHE Keterangan |
1 2 3 4 5 |
- Pejasal Penandatanganzn SPM Selama masih menjahat 3 tahur Dinilai kembali
- Bendatara Pener maan/Perigetuaran
- Pengelola Barang
termasuk beriter acara serah tenima jabatan
F {SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) ]
1. Manual implementasi Sistem Akuntansi Kzuanga Daerah {SAKD) Selama belum zda 2 tahur Pemanen
perunahan
2. Dokumen Kebijakan Akuntar-si Setama belum ada 2 tahur Permanen
perubahan
3. Arsip Data Komputer dan Berite Acara Rekonsiliasi 2 tahur seteiah Parda 5 tahwr Musnah
tentang
pertanggungjawaban
< |.aporan Realisasi Arggaran dan Neraca Bulanar /Triwulanan/Semestaran 2 tahun setelah Parca 5 tahur Musnah
entang
pertanggungjawaba 1
—
G |PENYALURAN ANGGAFRAN TUGAS PEMBANTUAHM
1. 8Surat Penetapan Pergguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anagaran, Bencahara atas Pengguna Anggaran 2 tahun setelah Parda 5 tahun Dinilai kembali
Kegiatan Pembantuan, termasuk Spes:men Tanda Tangan ‘entang
pertanggungjawaban
2. Berkas Permintaan Pembayara1 (SPP! dan lampirannya : 2 tahur setelah Pzrea 5 tahur Dinilai kembali
- SPP-LS, $PP-3l), SP3, Daftar Perincian Penggunaan Cana, SPPR-LS, SPCR-L, SPM-LE, SPM-DU, Bilyet ‘entang
Giro. SPM Nihi pertanggungjawaban
- Penagihan/lnvoice, Faktur Pajak, Bkt Penerimaan Kas.'Bznk beserta bukti Perdukungnya al : Capy Faktur APED disahkan
Paja< dan Note Kredit Bank
- Pemintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
3. Buku Rekening Bank 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
‘entang
pertanygungjawaba
APED disahkan
4. Keputusan Pembukuan Rekening Se ama re<ening masih akt - Permanen
5. Pembukuan anggaran terdiri dari : $Selama rekening masih 5 takwn Dinitai kembali

Buku Kas Umum (8KU), Buku Pembar tu, Register c:an Buku Tambahan Daftar Pernbukuan
Pencarian/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencarian (DHP) dan Rekening Koran

aktif
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tentang
pertanggungjawaban
APED disahkan

NO. - terangan
AKTIF INAKTIF Keterangan
1 2 3 4 5
H |PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMIBANTUAN
1. Berkas Penerimazan Keuang:an Pelaksz naan dan Tugas Pembantuan :ermasuk Dana Sisa atau Pengels aran 2 tahur setelah Parca 5 tahiur Dinilai kembali
lainnya tentang
pertanggungjawaban
2. Berkas Penerimaan Pajak temasuk PFh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn, Denda Keterlambatan Menyelesaikan | 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinitai kembah
Pekerjaan, dif tentang
pertanggungjawaban
I {PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA T AM BIAY/ BANTUAN PEMILLI DARI APBD 7
1. Dokumen Penyusunzn Anggaren Pilka:da dan Biaya Bantuan PEMILU dari APBD
a. Kebi akan Keuangan Pilkkada dan Penvusunar A3ggaran Bantuan Pe milu 2 tahur setelah P2rca 5 tatur Dinilai kembali
entang
] pertanggungjawaba 1
‘ 2. Peraturan/Pedoman/Stardar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasionz! dan Konlingensi untuk: Biaya| 2 tahur sctelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
i Pilkeda dan Bantuan Pemilu tentang
pertanggungjawahan
¢. Bahan Usulan Rencana Fegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KFULR), PPK, PES, KPPS dan Parwzsda, 2 tahur. setelah Parca 5 tahur Musnah
Permot-onan Fengajuan RKA KPUD) dan Panwas ‘entang
pertanigungjawaban
1. Berkas Pembanasan RKA Fitkada clar Bantuan Pemilu 2 tahur setelah Parca 5 tahur Musnah
lentang
pertanggungjawaban
2. Rencara Anggarzn Satuan <erja (FASK) Pilkada dan Bantuan Pemitu Kabupaten 2 tahur setelah Parca 5 tahur Musnah
‘entang
pertanggungjawaban
f. Dokumen Rancargan Anggaran Satuzn Kerja (DRASK) Pilkada KiPUD dan Panwas Kabupaten dan 2 tahun setelah Parca 5 tahur Musnah
Bantuan Biaya Pemilu dari APBD ‘entang
peranggungjawaban
3. Berkas Pembetukan Da+a Cadangan Pilkada 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
‘entang
pertanygungjawaba
n. Bahan Rapat Fancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bartuan Biaya Pemilu dari APBD 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinilai kembati




JANGKA WAKTU SIMPAN

!?

a. Rencara Kerja Pembangunan Jangka Menen:;jah Desa
b. Rencara Kerja Perangkat Desa

anggaran berakhir

' NO. = : eri
1NO JENIS DOKUMEN/ARSIP AFTIF INAKTIE Keterangan
1 2 3 4 §
i. Nota Persetujuan DPRD “entang Perda APBC Pilkada dan Bantuan Biaya Pemi u dari APBD 2 tahur, setelah Parca 5 tahur Dinilai kembali
‘entang
pertanggungjawaban
J |PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU ]
1. Berkas Penetapar Bendahaia dan Atasar. Langsung Bendahara KPU D, 3endatara pada PPanitia Pilkada dan 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinitai kembali
Pemilu lentang
pertangygungjawaban
2. Berkas Penenmaan Komisi, abat Pembayaran Pergadaar Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pikada/Pemilu 2 tahur setelah Parca 5 tahur Dinitai kembali
lentang
pertanyguingjawaba“
3. Berkas 3etor Sisa Dz na Pilkada/Pemilu termasuk Setor Kornisi Pengadaan Bareng/dasa, Rabat, Burga Jasa 2 tahur: setelah Pzaroa 5 tahun Dinilai kembali
Giro tentang
pertanyggungjawaban
4. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termzsuk dianterarya Bukti Transfer Bank 2 tahur setelah Pzrda 5 tahur Dinilai kembali
ientang
pertaniygungjawaban
5 Pedomzn Dokumen Penyediaan Pemktiayaan Kejiatan Operasional (PPKKO) terrnasuk 2 tahur setelah Parua 5 tahur Dinitai kembali
Perubatan/Pergeseran/Revisinya ‘entang
pertanggungjawaba
K. [PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU ]
1. Dokumen Penyediaan Pemtiayaan Kejiatan Operasional (PPKO) Pemilu dan PPKO Kabupaten termasuk 2 tahur setelah tehun 5 tahur Dinitai kembali
Perubahan/Pergeseran/Revisinya anggaran berakhir
2. Berkas Penyaluran B.aya Penilu termesuk dianteranya Buk'i Transfer Bznk 1 tahun seteiah 5 tahur Dinilai kembali
diperbaharui
3. Berkas Penyaluran B-aya Pemilu ke PFK PPS dun KPPS terrasuk d:anzaranya Bukti Trarsfer Bank dan lain- 1 tahun setelah UU 5 tahur Dinitai kembali
lain ‘entang
L |PEMERINTAHAN DESA ]
1. Dokumen Rencana Anggaran Fendapétan dan Balanja Desa 2 tahur setelah tahun 3tahur Musnah
anggaran berakhir
2. Program Kzrja Pemerintah Cles2 ! 2 tahur setelah tehun 3 tahur Dinitai kembali




JEENIS DOKUMEN/ARSIP

JANGKA WAKTU SIMPAN

NO. teranga
AFTIF INAKTIE Keterangan |
1 2 3 4 § ]
3. Dokumen Anggaren Pendapatan dan Eelanja Desa i 2tahur setelah tehun 3 tahur Permanen
i anggaran berakhir
4. Bukti Pungutan Desa 2 tahur setelah te hun 3 tahur Musnah
anggaran berakhir
5. Dokumen Pembetasan Eks Tarah Kas Desa : 2 tahun seleiah serah terima 3 tahur Permanen
a. Peraturan Desa tentang Pernbebasan Tanah <as Desa
5. Pemohonan tentang Perrbebasan ~arah Kas Desa
c. Hasi persetujuan/rapat
1. Rekomendasi BBupati tentang perseiujuan pembebasan tanah
f. PersstLjuan Bl pati tentang hasil musyawarah harga taniah <as Desa
3. Prosass Pelepasan Hak Tanah Kas Desa
h. Pembelian Tanah Pengganti
i. Musvavsarah tanan Hak Milik untuk dibeli menjadi pengganti
j. Rekemendasi Bupati tentang Perseiujuan Perbebasan Tazah
. Pelesasan Tanah Hak Milik menjad Kas Desa
6. Dokumen Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Selama masih berlaku 10 tahun Dinitai kembali
3, Sewa Tanah Kas Desa tidak berubzih fungsi
0. Sewa Tanah Kas Desa berubah fungsi
1) Feraturan Diesa tentang sewa tanah kas D2sa
2) Penawaran dari Penyewa
3) Rekomendasi Bupati “entang ijin penyewaan “anah kias Desa
4) Permnohonan | in Gubernur
5) ljn Gubernur
7. Dokumen Perubatan Peruntukkan Tarah Kas Desa Selama masih beriaku 2 tahur Permanen
a. Peraturan Desi tentang perubahan peruntukkan Tanah Kas Desa
o. Rekomendasi Bupati tentang perseluji.an pembebasan tanah
¢c. ljin tertulis Guberniur
8. Surat Kedudukan <euangan Kepala Desa dan Pamong 2 tahur setelah te hun 3 tahur Dinilai kembali
anggiran berakhir
9. lain-lain Pandapa.an Asli Desa 2 tahur setelah tehun 3 tahur Dinilai kembali
anggaran berakhir
10. Pembukuan Kas Lesa i Selamez masih be:laku 3 tahur Dinilai kembali
a Buku Kas Umum
b Buku Bantu Pengeluaran
1". Bukti Pengeluaran Keuangan Kas Desi 2 tahur setelah tehun 3 tahur Dinilai kembali

anggaran berakhir
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NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP AKTIE INAKTIF Keterangan
1 2 3 4 5
12. Laporan Keuangan Kas Desa 2 tahur setelah tehun 3 tahun Musnah
anggaran berakhir
13. Pertanggungjawatan Kepala Desa (Laporan Keuangan Tahunan Desa) 2 tahurn setelah tehun 1 tahun Permanen
anggaran berakhir
M |PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Perneriksa Keuangan Republik Inconesia atas Laporan Keuangan 2 tahun setelah 5 tahun Dinilai kembali
ditindaklanjuti
2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Irternal 2 tahun setelah 5 tahun Dinilai kembali
ditindaklanjuti
3. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional: ' tahun setelah ditindaklanjy 5 tahun Dinilai kembali
a. LHP (Laporan Hasil Pemariksaan)
0. MHF (Memorandum Hasil Pemeriksaan)
¢. Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP
4. Dokumen Penyelesaian Keuangan Daerah: 2 tahun setelah tagihan |2 tahun setelah hak dan Dinilai kembali
a. Tuntutan Perbendaharaan funtutan kawajiban habis
o. Tuntutan Ganti Rugi perbendaharaan/tuntutan

(BUPATI BENGKAYANG
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